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DEWAN FEPWAT BN PAI I/AT DE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR IO TAHUN 20OT 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENT'UKAN PERATURAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas.al 62 Peraturan 
Pererintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pedoran 
Pembentukan Peraturan Deeg 

Mengingat 1 Lndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 

3. undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 fentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pererintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-UJndang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 

PEDOMAN 

Dengan Persetujuan Bergara 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

dan 
BUPATI JEPARA 

MEMU'TUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMBEN TUKAN PERATURAN DESA 

Menetapkan 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah iri yang dimaksud dengan 

f, Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
peryelenggara pererintahan daerah, 

3. Bupati adalah Bupati Jepara 

4. Carat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan, 

5. petinggl adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten J6par% 
• Dea adalah kesatuan masy rakat hukum yang merilki batas-batas wila yah 

yang berwenang urtuk mengatur dan mengurus kepentingan masyar%kt 
setempat, berdasarkan asal usu dan adat istiadat setempat yang diakui cda 
dihormatl dalarm sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Pemerintahan Desa adalah penelenggaraan urusan pemerintahan ta 
Pemerintah Des dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan ace 
istiadat seternpat yang diakui dan dihormati dalar sister Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

8. Pererintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Dess sebagai unsur 
penyelengaa pemerintaha des.a 

9. Badan Permusyawaratan Des yang selanjutnya disingkat BPD, gdalah 
lerbaga yang merupakan perwujudan domokrasi dalam penyelenggataan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan des.a 

10.Anggaran Pendapatan dan Belanig Desa selanjutnya disingkat APB Deg 
a0dala.h rencan.a keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BD_ yang ditetapkan dengan Peraturan Desa 

11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BOD 
bersama Petinggi; 

BAB 

ASAS PERATURAN DE9A 

Pasal 2 

Dalam merbentuk Peraturan Des.a harus berdasarkan pada asas Pembentukan 
Peraturan Peru(dang-undangan yang baik yang meliputi 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ permbentuk yang tepat, 
c. Keesuaian antara jenis dan materi muate 
d. Dapat dilaksanakan 
e. Kedyagunaan dan kehasilgunaan 
f Kejelasan furusan, dan 
g. Keterbukaan 
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Pa8al 3 

(1) Mateni Muatan Peraturan Desa mengandung asas 
a. pengayoman, 
b keranusiaan 
c. kebangsaan, 
d. kekeluarg@an; 
e. kerusanaraan, 
f, binneka tunggal ika 
g. keadilan, 
h. kesamaan kedudukan dalarm hukum dan pemerintahen 
• ketertiban dan kepastian hukurm; dan/atau 
j keseimbangan, keserasian, dan keselarasg 

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Dess tertentu 
dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Des yg bersangkutan 

BAB III 

MATERI MUATAN 

Pasal 4 

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh mateni datarn rangka 
penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi, antara lain 
a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pererintaha 

Perbangunan dan Kemasyarakatan Des.a 
b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Desa 
c. Segala sesuatu yang mengatur Keuangan Desa, 
d. Segala sesuatu yang mengatur Kekayaan Deg8 
e. Segala sesuatu yang mengatur hak, kewajban, pemnbatasan, larangan, dan 

sanksi kepada masyarakat Dea 

BAB IV 

PEMBENTUKAIN PERATURAN DESA 

Pasal 5 

Rancangan peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Petinggi 

Pasal $ 

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Petinggi disampaikan 
dengan surat pengantar Petinggi kepada B 

2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD dis.ampaikan olet 
pipinan BPD kepada Petinggi untuk mendapatkan pertimbangan 
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Pasal 7 

(1) Penyebaruasan Rancangan Reraturan Desa yang berasal dart 8PD 
diaksanakan oleh Sekretaris BPD 

(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Petinggi 
dilaksanakan olah Carik 

Apabila dalarm wakt yang sama, Petinggi dan BD menyampaikan rancangan 
Peraturan Dess, mengenai materi yang sama, mnaka yang dibahas adalah 
rancangan peraturan Des.a yang disampaikan oleh 8PD, gedangkan rancangan 
peraturan Desa yang disampaikan oleh Petinggi digunakan sebagai bahan unt_Le 
dipersanding#an 

BAB V 

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA 

Bagian Kes.atu 
ab.ahas.an 

Pasal 9 

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilaukan oleh BPD dan Petinggi 

(2 Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pembahasan rancangan Peraturan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratutan Tata 
Tertib BPD 

Pasal 1Q 

(1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bergs 
oleh BPD dan Petinggi 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali 
berdasarkan persetujuan bersama 8PD den etinggi 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kemball rancangan 
Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib 8PD 

Bagian Kedua 
eetapan 

Paragraf 1 
Penetapan Peraturan Desa 

Pasal 11 

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan 
Petinggi disarrpaikan oleh pimpinan BPD kepada Petinggi untuk ditetapkan 
menjadi Peraturan Des.a 
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(2') Penyarpaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada aygt ( 
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hani terhitong sejak 
tanggal persetujuan bers.ama 

Pasal 12 

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 
ditetapkan oleh Petinggi dengan membubuhkan tanda tangan dalarn jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hani sejak rancangan Peraturan Dega 
tersebut disetuju bersama oleh BPD an Petinggi 

(2) Dalamn hal rancangan Peraturan Desa sebagairana dimaksud pada ayat (1) 
tidak ditandatangani oleh Petinggi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetuijui bersarna, makes 
rancangan Peraturan Desa tersebut sah menijadi Peraturan Desa dan wajib 
diundangk.an 

(3) Dalamn hal sahnya rancangan Peraturan Des.a sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), aka kalimat pengesahanya berbunyi; Peraturan Desa inf 
diryatakan sah 

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 
harus dibubuhkan pada halaran terakhir Peraturan Desa sebelum 
pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalarm Berita Daergh 

Paragraf 2 
Penetapan Ap9 Desa 

Pasal 13 

(1) Ranangan Peraturan Desa tentang APB Dega yang telah disetujui bersama 
Petinggi dengan BPD sebetum ditetapkan oleh Petinggi paling lama 3 (ti@a) 
hari disarpaikan oleh Petinggi Kepada Bupati untuk dievaluaei 

(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagairang 
dimaksud pad ayat () disarpaikan paling lama 2O (dua puluh) hari kepada 
Petinggi 

(3) Apabila hasll evaluasi sebagairana dlmaksud pada ayat (2) melampaui batas 
waktu dimaksud, Petinggi dapat menetapkan rancangan Peraturan Dea 
tentang APB Desa menjadi Peraturan Des.a 

BAB VI 

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DF SA 

Pasal 14 

(1) Peryusunan rancangan Peraturan Dega dilakukan sesuai dengan teknik 
penyusunan Petaturan Dea 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Dess 
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati 
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KETENIUAN PERAL Itl^N

BAB VII 

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARRLUASAN 

Bagian Kesatu 
Pengundangar 

Pasal 15 

(1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Dess harts iundangkan dengan 
menernpatkannya dalam Bevita Daerah 

(2 Pengundangan Peraturan Desa dalam Berita Dae.rah dilaksanakan oleh 
Sekretarls Daerah 

Pasal 16 

Pergturan Desa rulai berlaku dan merpunyai kekuatan mengikat pads tanggal 
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peratutan Desa yang bersangkutan 

Bagian Kedus 
Penyeban/uasan 

Pasal 17 

Pererintah Dess wa]jib menyebarluaskan Peraturan Des.a dan peraturan dl 
bawahnya yang telah diundangkan dalam Betita Dargh 

BAB VIN 

PARTIS1IPA,SI AMAS YARAkKAT 

Pasal 18 

Magyarakat bertake memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 
penyapan atau pernbahas.an ranangan Perturan Les 

BAB DX 

KETENTUAN PERAL IAN 

Pasal 19 

Pengundangan Peraturan Desa dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah, 
dilaksanaka paling lambat 1 (satu) tatun terhitung sejak diundangkan/ya eraturan Dae.rah ini 
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Pasal 20 

Serua Keputusan Petinggi yang sifatnya mengatur, yang $uah ada sebelurm 
Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca peraturan Petinggi, sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah lei 

BAB X 

KETENTUAN PENUTU 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabu paten 
Jepara Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Des.a (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 200O Nomor 13), dioabut dan dinyatakan tidak ber1aku 

Pasal 22 

Hat-hal yang belumn diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih 
lanjut oleh Bupati 

Pasal 23 

Peraturan Daerah iri mulal bertaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkgan pengundangan Peraturan 
Daera Inl dengan penerpatannya dalamn Lembaran Daerah Kabupaten Jepa 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 29 7uri 2o7 

UPATIJEC 

aero.o 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2% pr 200 

BUPATEN JEPARA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20O7 NOMOR 1O 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR IO TAUN 200 

TENTAN 

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA 

PENJELASAN UMLJM 

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pererintahen Daerah, sebagaimana telah dibah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahon 2005 tentang 
Pemeintahan Derah yang telah ditetapkan dengan Undang-thndang Nomor 8 
Tahun 2005 khususnya mengenai Pemerintahan Desa, Pemerintah telah 
enetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Des.a 

Sehubungan hal tersebut qi atas dan semakin banyak gert 
kompleksnya kewenangan yang hanus dilaksanakan oleh desa, maka pert 
meninjau kermbali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Peraturan Dess, untuk disesuaikan dengan menetapkan P adoran 
Pembentukan Peraturan Deeg 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pa&al f 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Cukup jelas 
Pasal 3 

Cu#up jelas 
Pass 4 

Cu#up jelas 
Pasal 5 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 

7 
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Passt 1 
Cukup jelas 

Panal 1f 
Cukup jelas 

Passl 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Yang dlmaksud dengan evaluas dalamn ketertuan iri adalah 
bortujuan untuk tercapalra keseraslgn antara kebijakan dega den 
ebijaka daerah, keseraslgn antara kepentingan pub#k de 
kepentingan aparatur des 

Ayat (2) 
Cutup jelas 

Ayet (3 

Cukup jelas 
Pass! 14 

Cukup jelas 
Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cu#up jelas 
Pasal 18 

Hak asyarakat qalan ketentuan inl dilakaakan sesuai Tata Tertib 9pp 
Pal 19 

Cukup jelas 
Paeat 20 

Cukup jelas 
Passl 21 

Cukp jelas 
Pasal 22 

Cukup jetas 
Pasasl 23 

Cukup lelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERA KABUPATEN JEPAPA NOMOR Q 


